
 

 

 
 

GUBERNUR BALI 

 
PERATURAN GUBERNUR BALI 

 

NOMOR 4 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA 
USAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN 

PERATURAN DAERAH  NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
GUBERNUR BALI, 

 
 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka memperkuat dan mendukung 

program prioritas pembangunan Bali di bidang seni, 
budaya, dan pendidikan, serta meningkatkan 

perekonomian krama Bali sesuai dengan Visi 
Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” 

melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju 
Bali Era Baru; 

 
b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2018 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32                     
Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan 
kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga    
perlu diubah; 

 

 

 

 

 

 

SALINAN 



 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Usaha; 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  64  Tahun  1958 tentang 

Pembentukan   Daerah-daerah  Tingkat I  Bali, Nusa 
Tenggara   Barat  dan   Nusa   Tenggara   Timur   (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 

Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia                  
Nomor 1649); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
 dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

 Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
 Republik  Indonesia Nomor 5049); 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9      

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 5679); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia     

Tahun 2011 Nomor 310); 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/download/12679
https://jdih.setneg.go.id/downloadFile/P1470680_PUU-XV_2017@Putusan%20Nomor%2080-PUU-XV-2017.pdf
javascript:void%200;


 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); 
 

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bali           
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR 

DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH 
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. 

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan ayat (3) diubah, dan ayat (3a) Pasal 11 Peraturan 
Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2018 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Nomor Bali 4 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas  Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah            
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4) dihapus, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 
 

 



 

 

Pasal 11 
 

(1) Keringanan Retribusi diberikan dalam bentuk memberi 
kesempatan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur 
atau menunda pembayaran dengan syarat-syarat 
tertentu.  

(2) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk 
mengurangi jumlah sanksi administrasi maupun 
mengurangi jumlah pokok Retribusi yang terutang.  

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal:  
a. pemakaian tanah dan bangunan untuk kegiatan seni, 

budaya, pameran kerajinan Usaha Mikro Kecil 
Menengah/Industri Kecil Menengah (UMKM/IKM), 
pendidikan, dan/atau kegiatan pemerintah yang 
dilaksanakan oleh/kerjasama dengan Perangkat 
Daerah; dan 

b. mengalami keadaan kahar (force majeure).  
(3a) Dihapus.  
(4) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselesaikan                  
selambat-lambatnya di akhir Tahun Anggaran berjalan. 

  

Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 

 

 

Ditetapkan di Bali 
          pada tanggal 26 Januari 2021 

 

          GUBERNUR BALI, 
 

 
ttd 

 
 WAYAN KOSTER 

 

Diundangkan di Bali 
pada tanggal 26 Januari 2021 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
 ttd 
 
            DEWA MADE INDRA 

 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 4 

 

      PARAF KOORDINASI 
Asisten Pemerintahan 

dan Kesra 

 

Kepala Biro Hukum  

Kepala Badan 

Pendapatan Daerah 

 


